
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN

LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 12 Tahun 2009 telah dibentuk Organisasi dan
Tatakeija Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung
sebagai implementasi terhadap pembagian urusan
pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah
Provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan,
kebutuhan organisasi dan pelaksanaan atas peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu untuk
meninjau kembali susunan Organisasi dan Tatakeija
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat beijalan dengan baik, optimal
dan efektif, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor
12 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakeija Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688 );

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 );

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5094);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi
Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja;
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN
2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakeija
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 342), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 20 dan angka 21
disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 20A, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi

Lampung.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi

Lampung.
4. Gubemur adalah Gubernur Lampung.
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Lampung.

7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari
Pemerintah kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah
dan/atau perangkat pusat di daerah.

9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah
kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk
melaksanakan tugas tertentu yang disertai
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya
manusia dengan kewajiban melaporkan
pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya
kepada yang menugaskan.

10. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang

selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga-lembaga
Teknis Daerah Provinsi di lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung.

13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

14. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Badan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
Lampung.

15. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan
Pangan Daerah Provinsi Lampung.

16. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi
Lampung.

17. Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi adalah Badan Pengelolaan Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung.

18. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung.

19. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Lampung

20. Badan Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya
disebut Bandiklatda adalah Badan Pendidikan dan
Latihan Daerah Provinsi Lampung.

20A. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Daerah Provinsi Lampung.



-5-

21. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi
Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung.

22. Rumah Sakit Umum- adalah Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

23. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi Lampung.

24. Kantor Sandi Daerah adalah Kantor Sandi Daerah
Provinsi Lampung.

25. Kepala Lèmbaga Teknis adalah Kepala Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Lampung.

26. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis
pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi.

27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok
Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Lampung.

2. Diantara Pasal 2 ayat (2) huruf j dan huruf k disisipkan 1
(satu) huruf yaitu huruf ja, sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah.

(2) Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), adalah:
a. Inspektorat Provinsi;
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
d. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
e. Badan Ketahanan Pangan Daerah;
f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Daerah;
g. Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi Daerah;
h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa;
i. Badan Kepegawaian Daerah;
j. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah;
j.a. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

anak Daerah;
k. Satuan Polisi Pamong Praja;
1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek;
m. Rumah Sakit Jiwa Daerah; dan
n. Kantor Sandi Daerah.



-6-

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi terdiri dari:
a. Inspektur;
b. Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Administrasi dan Umum;
2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilannya.

(2) Sekretariat Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
mempunyai tugas membantu Inspektur Provinsi dalam
menyusun kebijakan, program, pelaksanaan administrasi
pengawasan, tata usaha dan kepegawaian.

(3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f
masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur
Pembantu yang membawahi wilayah kerja pembinaan
dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di
lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Inspektur.

(4) Dihapus
(5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Dihapus.
(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf g, terdiri atas tenaga fungsional dan
jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

(8) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi
sebagaimana dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
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4. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Bagian,
yaitu Bagian Kedelapan A yang terdiri atas 2 (dua) Pasal
yakni Pasal 26A dan Pasal 26B, yang berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Kedelapan A
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 26A

(1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak Provinsi Lampung, tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan yang diberikan pemerintah kepada
Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengarustamaan

gender, perlindungan perempuan dan anak,
pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan
perempuan serta data dan informasi gender dan
hubungan lembaga masyarakat;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum bidang pengarusutamaan gender,
perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan
ekonomi dan kesejahteraan perempuan serta data
dan informasi gender dan hubungan lembaga
masyarakat;

c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di
bidang pengarusutamaan gender, perlindungan
perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan
kesejahteraan perempuan serta data dan informasi
gender dan hubungan lembaga masyarakat lingkup
provinsi dan kabupaten/kota;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan
dan anak, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan
perempuan serta data dan informasi gender dan
hubungan lembaga masyarakat;

e. pelaksanaan kesekretariatan badan, sebagai
pendukung tugas teknis di bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

f. pelaksaanan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26B

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Daerah, terdiri dark
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan; dan
3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

c. Bidang Pengarusutamaan Gender, membawahi:
1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang

Ekonomi; dan
2) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang

Sosial Budaya, Hukum, HAM dan Politik.
d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,

membawahi:
1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan; dan
2) Sub Bidang Perlindungan Anak.

e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan
Perempuan, membawahi:
1) Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Kemitraan; dan
2) Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga.

f. Bidang Data, Informasi Gender dan Partisipasi
Lembaga Masyarakat, membawahi:
1) Sub Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak;

dan
2) Sub Bidang Partisipasi dan Hubungan Lembaga

Masyarakat.
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah

Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilarinya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
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(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang yang bersangkutan.

(6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit
Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat
Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

5. Diantara Lampiran X dan Lampiran XI disisipkan 1 (satu)
Lampiran yakni Bagan Struktur Organisasi Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah
sebagaimana tercatum dalam Lampiran XA yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disispkan 4 (empat) Pasal
yaitu Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 27C dan Pasal 27D dan
ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas
menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat, tugas dekontrantrasi dan
tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada
Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja,dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik
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Indonesia, Penyidik Pegawai Negen Sipil Daerah,
dan/atau aparatur lainnya;

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau
badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh
Kepala Daerah.

Paragraf 1A
Wewenang

Pasal 27A

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:
a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap

warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah
dan/atau Peraturan Kepala Daerah;

b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan
hukum yang mengganggu ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;

c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan
perlindungan masyarakat;

d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga
melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah
dan/atau Peraturan Kepala Daerah;

e. melakukan tindakan administratif terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah
dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf IB
Hak

Pasal 27B

(1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan
prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



Paragraf IC
Kewajiban

Pasal 27C

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:
a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak

asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup
dan berkembang di masyarakat;

b. mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik
Polisi Pamong Praja;

c. membantu menyelesaikan perselisihan warga
masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat;

d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya
tindak pidana; dan

e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil
daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya
pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 27D

(1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat
ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan
kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum.

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri
dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan; dan
3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah,
membawahi:
1) Seksi Pembinaan.Pengawasan dan Penyuluhan;dan
2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
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d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
masyarakat, membawahi:
1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
2) Seksi Keijasama.

e. Bidang Sumber Daya Apratur, membawahi:
1) Seksi Pelatihan Dasar; dan
2) Seksi Teknis Fungsional.

f. Bidang perlindungan masyarakat, membawahi:
1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
h.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah

Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Satuan.

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang
bersangkutan.

(6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit
Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat
Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan
bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

(8) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
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7. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Inspektur Provinsi, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi, Direktur Utama Rumah Sakit
Umum Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon Ha.

(2) Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan
Jabatan Struktural Eselon Ilb.

(3) Direktur Rumah Sakit Jiwa, Kepala Kantor, Sekretaris
Inspektorat dan Badan, Inspektur Pembantu, Kepala
Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon lila.

(4) Kepala Bagian pada Sekretariat Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah
dihapus.

(5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi
merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Juni 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Juni 2013
S DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

IAN TH. MMn 11 * ~

ma Utama Madya
^M§6O1119 198803 1 003
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTÓRAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM
Reformasi birokrasi pada tataran pemerintah daerah antara lain

bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya
organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai kebutuhan
dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah provinsi
dan kabupaten/kota.

Sejalan dengan itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah telah menempatkan urusan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak sebagai salah satu urusan wajib dan
harus diwadahi dengan Lembaga Teknis Daerah. Dengan terbitnya Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengarustamaan Gender Dalam
Pembangunan Daerah, akan semakin berat tugas dan tanggungjawab
Pemerintah Provinsi Lampung bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak di dalam melaksanakan program dan kegiatan teknis
operasional untuk memfasilitasi, koordinasi, advokasi, sosialisasi dan inisiasi
terhadap institusi dan lembaga masyarakat dengan maksud mengakselerasi
perubahan cara pandang masyarakat yang langsung menyentuh masyarakat
perempuan dan anak, sehingga kelembagaan bidang pemberdayaan
perempuan menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40
Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong
Praja, bahwa dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat, perlu mengoptimalkan dan profesionalitas peran dan fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan kebijakan daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagai implementasi
berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan penataan kembali
kelembagaan perangkat daerah terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya
perubaan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh
pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta
pertanggungjawaban.
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Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan
sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih
berdayaguna dan berhasilguna, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 12 Tahun 20Q9 tentang Organisasi dan Tatakeija Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Lampung perlu dilakukan perubahan sesuai dengan jiwa dan semangat serta
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di
atas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 NOMOR... 7
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT PROVINSI

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2013
TANGGAL: 3 Juni 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI
LAMPUNG

LAMPIRAN XA : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2013
TANGGAL : 3 Juni 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA
PROVINS! LAMPUNG

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2013
TANGGAL: 3 Juni 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.


